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Abstrak 
 
Kekayaan intelektual (KI) memiliki nilai yang sangat strategis, terutama nilai ekonomi, sosial, 
dan budaya. Namun, kekayaan inetelektual, terutama yang berkaitan dengan potensi wilayah 
atau daerah, seringkali menimbulkan permasalahan, terutama berkaitan dengan penguasaan 
akan kekayaan intelektual dan penerimaan konsep kekayaan intelektual itu sendiri yang 
berbeda satu sama lainnya. Pengabdian ini dilaksanakan di Masyarakat Karimunjawa 
Kabupaten Jepara yang memiliki berbagai potensi terutama budaya dan pariwista. Kegiatan 
ini fokus pada penguatan dan pengenalan konsep kekayaan intelektual bagi masyarakat 
Karimunjawa guna meningkatkan nilai ekonomi dari potensi kekayaan intelektual yang ada.  

 

Kata kunci:  
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PENDAHULUAN 
 

Secara sederhana kekayaan 

intelektual (KI) merupakan kekayaan 

yang timbul atau lahir dari 

kemampuan intelektual manusia. 

Karya-karya yang timbul atau lahir 

dari kemampuan intelektual manusia 

dapat berupa karya-karya di bidang 

teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan 

sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan 

atau dihasilkan atas kemampuan 

intelektual manusia melalui curahan 

waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa 

dan karsanya. Hal tersebut yang 

membedakan kekayaan intelektual 

dengan jenis kekayaan lain yang juga 

dapat dimiliki oleh manusia tetapi 

tidak dihasilkan oleh intelektualitas 

manusia. 

Kondisi sosial budaya 

masyarakat Indonesia masih berada 

dalam masa transisi masyarakat 

industrial yang belum semuanya 

mengerti dan memahami masalah-

masalah kekayaan intelektual yang 

sebelumnya tidak mereka kenal, karena 
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hak milik atas kekayaan intelektual 

memang bukan berasal dari 

masyarakat Indonesia, melainkan 

berasal dari masyarakat negara-negara 

maju untuk melindungi karya-karya 

intelektual mereka. Pola pikir 

masyarakat negara-negara maju jelas 

berbeda dengan pola pikir masyarakat 

Indonesia. Selain itu keadaan ekonomi 

bangsa Indonesia masih berada jauh 

dari tingkat pendapatan perkapita 

masyarakat negara-negara maju, 

sehingga menyebabkan pemaknaan 

dan pemahaman tentang hak kekayaan 

intelektual sebagian masyarakat 

Indonesia Indonesia juga masih 

mengalami berbagai persoalan. 

Persoalan penerimaan 

masayarakat terhadap konsep 

kekayaan intelektual dan hak miliknya 

juga tidak dipungkiri dapat terjadi pada 

masyarakat Karimunjawa. 

Karimunjawa terletak di Wilayah 

Kabupaten Jepara. Kecamatan 

Karimunjawa terdiri 3 desa, yaitu; 

Desa Karimunjawa, Desa Kemujan 

dan Desa Parang. Pada umumnya 

masyarakat Kepulauan Karimunjawa 

bermatapencaharian sebagai nelayan, 

petani (sebagian kecil), pegawai 

(negeri/swasta), dan pekerjaan lainnya. 

Di Kecamatan Karimunjawa terdapat 

14 SD, 1 SLTP, 1 SMK. Dari hal 

tersebut dapat dilihat bagaimana sosial 

ekonomi dari masyarakat 

Karimunjawa. Penerimaan masyarakat 

Karimunjawa terhadap kepemilikan 

kekayaan intelektual tidak sebaik 

dengan masyarakat lainnya di kota-

kota lain di Indonesia. Hal ini 

dipengaruhi oleh banyak faktor 

teramsuk di dalamnya, tingkat 

pendidikan masyarakat, ekonomi 

masyarakat, budaya masyarakat, 

sistem bekerjanya hukum pada 

masyarakat, dll. 

Masyarakat Karimunjawa 

dengan adanya Taman Nasional 

Karimunjawa memiliki potensi yang 

sangat besar untuk perkembangan 

kekayaan intelektual. Kekayaan 

intelektual yang akan dibangun di 

masyarakat Karimunjawa dapat 

digunakan sebagai aset yang memiliki 

manfaat secara ekonomis bagi 

masyarakat Karimunjawa. 

Pembentukan aset kekayaan intelektual 

pada masyarakat Karimunjawa 

tidaklah mudah harus menggunakan 

tahapan-tahapan tertentu agar mampu 

menjadi aset yang bernilai ekonomis. 

 

Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Berdasar pada analisis situasi 

yang telah dipaparkan di atas, maka 

perlu untuk melakukan kegiatan 

sosialisasi yang bertujuan 

meningkatkan kesadaran dari 

masyarakat Karimunjawa terhadap 

kekayaan intelektual. maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Mengapa Masyarakat 

Karimunjawa belum memahami 

secara baik mengenai kekayaan 

intelektual? 

2. Bagaimana upaya yang ditempuh 

untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat Karimunjawa terhadap 

kekayaan intelektual? 
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LUARAN  

 

Luaran dari kegiatan pengabdian ini 

adalah diperolehnya informasi tentang 

faktor yang melatarbelakangi 

ketidakpahaman masyarakat 

Karimunjawa terhadap kekayaan 

intelektual. 

 

METODE PELAKSANAAN 
 

A. Kerangka Pemecahan Masalah 

Permasalahan mengenai 

kekayaan intelektual di Karimunjawa 

adalah ketidakpahaman masyarakat 

akan kekayaan inteltual, tidak 

memhami akan arti penting 

perlindungan kekayaan intelektual. 

Masyarakat Karimunjawa merupakan 

masyarakat yang memiliki pekerjaan 

utama sebagai nelayan, pemandu turis, 

pekerja sektor informal, pekerja atau 

staf di hotel atau penginapan. 

Dari hasil pengamatan yang 

dilakukan oleh tim pengabdian 

menunjukan bahwa masyarakat 

Karimunjawa sedikit pemahaman akan 

kekayaan intelektual padahal 

Karimunjawa memiliki potensi akan 

produk kekayaan intelektual. 

Berdasarkan hal tersebut, maka tim 

berpendapat perlunya dilakukan 

kegiatan sosialisasi mengenai kekayaan 

intelektual pada masyarakat 

Karimunjawa. 

Ada tiga tingkatan dalam 

melakukan pengembangan sistem 

kekayaan intelektual pada masyarakat 

di Indonesia, yaitu: 

1. Membangun kepedulian pada 

masyarakat. Kepedulian pada 

masyarakat dapat dilakukan dengan 

melakukan sosialisasi dan 

menciptakan persepsi pada 

masyarakat akan pentingnya 

kekayaan intelektual. 

2. Meningkatnya pemahaman pada 

masyarakat. Pemahaman ini 

ditanamkan pada masyarakat agar 

kekayaan intelektualnya dapat 

digunakan dan dieksploitasi untuk 

dimanfaatkan bagi perekonomian 

masyarakat tersebut. 

3. Penggunaan efektif. Pengelolaan 

penggunaan yang efektif kekayaan 

intelektual pada produk dan jasa 

pada sektor ekonomi dalam 

amsyarakat. Kekayaan intelektual 

dapat digunakan untuk 

meningkatkan daya saing bagi 

pelaku usaha pada masyarakat 

tersebut dalam pesaingan bebas. 

Sosialisasi pada jalur 

pendidikan perlu untuk dilakukan 

terutama pada SMK yang ada di 

Karimunjawa. Hal ini didasarkan pada 

produk yang dihasilkan oleh para 

peserta didik di SMK akan bernilai 

ekonomis dan dapat didaftarkan hak 

paten. 

Pedampingan pada masyarakat 

yang potensial untuk dapat 

menindaklanjuti program Hak 

Kekayaan Intelektual. Hal ini 

dikhususkan pada unit usaha untuk 

dapat mengenal hak kekayaan 

intelektual (hak rahasia dagang, hak 

merek, hak cipta). Lebih penting lagi 

untuk mencegah mereka mendapatkan 

kerugian atas pelanggaran yang 

mungkin saja dapat dilakukan secara 

tidak sengaja oleh mereka. 
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B. Realisasi Pemecahan Masalah 

Khalayak sasaran dalam 

kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ini adalah masyarakat 

Krimunjawa Kabupaten Jepara, 

berbagai kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat diarahkan untuk 

memajukan dan mengembangkan 

potensi wilayah dan sumber daya 

manusia. Menumbuhkembangkan 

Penguasaan Kekayaan Intelektual Bagi 

Masyarakat di Karimunjawa 

Kabupaten Jepara yang dirancang 

dalam kegiatan ini juga dimaksudkan 

dalam kerangka tersebut, khususnya 

untuk menunjang pengembangan 

masyarakat menuju pengembangan 

sumber daya manusia serta menunjang 

potensi pengembangan dibidang 

perekonomian. Kegiatan pengabdian 

ini memiliki keterkaitan dengan dinas-

dinas terkait seperti dinas 

perindustrian, dinas pariwisata, dinas 

tenaga kerja, Kementerian Hukum dan 

HAM, dll yang terkait dengan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Khalayak sasaran program 

Pengabdian kepada Masyarakat ini 

adalah masyarakat yang produktif 

secara ekonomi (usaha mikro), 

masyarakat yang belum produktif 

secara ekonomis, tetapi berhasrat kuat 

menjadi wirausahawan, masyarakat 

yang tidak produktif secara ekonomi 

(masyarakat biasa). Khalayak sasaran 

kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ini ialah masyarakat 

wilayah Karimunjawa Kabupaten 

Jepara. 

Kegiatan pengabdian dilakukan 

dengan melakukan sosialisasi 

mengenai kekayaan intelektual kepada 

siswa dan siswi SMKN 1 

Karimunjawa. Peserta pengabdian 

adalah para kader-kader atau generasi 

muda yang diharapkan akan mampu 

meneruskan pengetahuan mengenai 

kekayaan intelektual kepada tetangga, 

kerabat atau teman-teman yang berada 

di Karimunjawa. 

 

C. Metode yang Digunakan 

Metode yang dipergunakan 

dalam kegiatan sosialisasi ini adalah 

metode ceramah dan diskusi interaktif. 

Pemilihan metode ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa metode ini lebih 

murah dari segi biaya dan lebih efektif, 

baik menyangkut jumlah peserta 

maupun waktu yang dipergunakan 

untuk pelaksanaan kegiatan 

dibandingkan apabila mempergunakan 

metode lainnya. 

Penggunaan metode ini juga 

memiliki tujuan tersendiri bagi tim 

pengabdi yaitu untuk menggali 

pengetahuan dan pemahaman para 

peserta pengabdian mengenai materi 

kegiatan. 

Metode kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat ini meliputi diskusi 

penyusunan materi ceramah, ceramah 

dan diskusi kepada khalayak sasaran, 

curah pendapat, serta evaluasi dan 

refleki kegiatan. Metode pelaksanakan 

diutamakan dengan mengoptimalkan 

konsep dialog antara pembicara 

dengan peserta kegiatan. Dialog adalah 

perlu untuk : (1) menciptakan satu 

lingkungan saling percaya antara 

pembicara dengan peserta kegiatan; (2) 

sharing yang dilakukan antara peserta 

kegiatan dengan pembicara kegiatan 

(3) menyelesaikan masalah secara 
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efektif; (4) mencapai konsensus. 

Langkah-langkah kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat tersebut secara rinci 

adalah sebagai berikut. 

1. Ceramah dan diskusi terstruktur 

tentang kekayaan intelektual secara 

umum. 

2. Curah pendapat mengenai hak 

kekayaan intelektual 

3. Evaluasi dan refleksi tentang 

kegiatan. 

Mempertukarkan opini-opini dan 

ide-ide. Banyak opini-opini mengenai 

kebutuhan, tantangan dan hambatan 

mengenai pemahaman kekayaan 

intelektual bagi masyarakat. Pemecahan 

masalah, Perencanaan. Pemecahan 

masalah dapat dilakukan dengan 

melakukan musyawarah dan jalur 

pengadilan. Perencanaan penting 

untuk dilakukan demi terlaksananya 

apa yang telah dijanjikan oleh para 

pihak. Strategi perumusan. Perlu adanya 

keyakinan bagi para pihak untuk 

menyiasati kapan akan melakukan 

perjanjian secara tertulis dan kapan 

cukup menggunakan perjanjian secara 

lisan. Masalah-masalah kontroversial. 

Banyaknya masalah-masalah yang 

ditimbulkan akibat kurangnya 

pemahaman akan arti penting 

perlindungan kekayaan intelektual. 

Metode curah pendapat dilakukan 

dengan: 

1. Mengumpulkan ide-ide, 

pengalaman-pengalaman masa lalu 

2. Pemecahan masalah 

3. Berpikir kreatif/inovatif 

Menyediakan waktu jeda yang 

menyegarkan dan membentuk minat 

kelompok Tim pengabdi akan 

melakukan kegiatan pengabdian 

dengan menggunakan metode tersebut 

di atas dengan alasan bahwa metode 

tersebut lebih eketif dibandingkan 

dengan metode membaca dan hanya 

mendengarkan saja. Metode lain yang 

akan dipergunakan dalam kegiatan 

pengabdian kali ini adalah metode 

pendampingan. Metode pendampingan 

dilakukan dengan cara tim pengabdi 

mengunjungi tempat usaha dari pelaku 

usaha. Disamping itu juga dilakukan 

diskusi interaktif terkait dengan materi 

pengabdian dengan para pelaku usaha. 

Pemilihan metode pendampingan dan 

diskusi interaktif ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa metode ini 

berdasarkan pertimbangan bahwa 

kegiatan pendampingan ini memiliki 

daya efektifitas yang tinggi dengan 

hasil yang memuaskan. 

 

HASIL KEGIATAN DAN 

PEMBAHASAN 
 

A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan pengabdi-

an dilakukan pada tanggal 14 Oktober 

2017 di SMKN I Karimunjawa. 

Sebelum pelaksanaan, tim pengabdian 

sudah terlebih dahulu melakukan 

komunikasi dengan pihak paguyuban 

di Karimunjawa dan pada akhirnya 

bisa berkomunikasi dengan Bapak 

Bambang selaku Kepala Sekolah. 

Kegiatan berlangsung dengan tertib 

dan lancar di mulai pada pagi hari dan 

berakhir pada siang menjelang sore. 

 

 

 



84 

 

 

https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index 

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal 
Community Engagement) JPHI, 01(1) (2018): 79-92 

B. Pembahasan Pelaksanaan 

Kegiatan 

HKI merupakan hak yang 

berasal dari karya, karsa, dan daya 

cipta kemampuan intelektualitas 

manusia yang memiliki manfaat serta 

berguna dalam menunjang kehidupan 

manusia dan mempunyai nilai 

ekonomi. Bentuk nyata dari hasil 

karya, karsa, dan daya cipta 

intelektualitas manusia tersebut dapat 

berupa ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni dan sastra. 

Merujuk pada pengertian HKI, 

maka sifat dari Hak Kekayaan 

Intelektual adalah: (1) mempunyai 

jangka waktu terbatas, artinya setelah 

habis masa perlindungan inovasinya, 

maka ada yang dapat diperpanjang 

(Hak merek), tetapi ada juga setelah 

habis masa perlindungannya menjadi 

milik umum (Hak Paten), (2) bersifat 

eksklusif dan mutlak, maksudnya hak 

tersebut dapat dipertahankan terhadap 

siapapun, dan si pemilik mempunyai 

hak monopoli yaitu penemu dapat 

mempergunakan haknya dengan 

melarang siapapun tanpa 

persetujuannya membuat ciptaan 

ataupun menggunakan teknologi yang 

dimilikinya, dan (3) bersifat hak mutlak 

yang bukan kebendaan. 

Inovasi atau hasil kreasi dari 

suatu pekerjaan dengan memakai 

kemampuan intelektualnya adalah 

wajar bila penemu ataupun pencipta 

memperoleh imbalan. Imbalan tersebut 

dapat berupa materi atau bukan materi 

seperti adanya rasa aman karena 

dilindungi, dan diakui atas hasil 

karyanya. Dengan inovasi yang telah 

mendapat perlindungan hukum, 

penemu akan mendapatkan 

keuntungan apabila dimanfaatkan. 

Keuntungan tersebut dapat berupa 

pembayaran royalti dan tehnical fee, 

dengan adanya imbalan ataupun 

pengakuan atas kreasi, karya, karsa 

dan cipta manusia di dalam peraturan 

HKI, diharapkan mampu 

membangkitkan semangat dan minat 

untuk mendorong melahirkan ciptaan 

atau inovasi baru yang berkelanjutan. 

Menakar pemahaman 

masyarakat luas tentang Hak 

Kekayaan Intelektual memang terasa 

miris, tidak untuk saling menyalahkan 

tapi inilah potret yang kini dipegang 

bangsa kita, bangsa yang kaya dengan 

asset dan kaya dengan karya-karya 

intelektual yang tinggi, tapi belum juga 

sadar akan pentingnya HKI. Nenek 

moyang kita tidaklah seluruhnya 

seorang pelaut seperti dalam lagu-lagu, 

banyak diantaranya mereka pemikir 

dan penemu baik sadar atau tidak 

sadar. Kita sepatutnya yakin dan 

percaya bahwa penyelamatan bangsa 

ini tidak hanya bertumpu pada 

bagaimana menjaga selat malaka dan 

garis terluar pulau-pulau kita, tapi 

kesadaran untuk mulai menata 

kekayaan bangsa sebagai asset nasional 

membutuhkan perhatian serius. Ini 

adalah penyelamatan karya budaya 

dan mabian muka peradaban bangsa 

kita, hasil cipta, rasa dan karsa 

manusia yang berbudi pekerti seperti 

Ki. Hadjar Dewantara 

merumuskannya dalam arti budaya. 

Karena kekayaan intelektual bangsa 

Indonesia harus dikukuhkan. 

Kekayaan Intelektual dan Hak 

Kekayaan Intelektual. 
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Dengan adanya perlindungan 

terhadap Hak Kekayaan Intelektual, 

maka ada jaminan kepada masyarakat 

untuk menghargai hak inisiatif dan 

reaksi serta memberikan perlindungan 

akan hasil karya ciptanya. Semakin 

tinggi penghargaan negara terhadap 

HKI, maka masa depan suatu bangsa 

juga akan menjadi lebih baik. Beberapa 

alasan mengapa HKI harus dilindungi. 

Pertama, Hak yang diberikan kepada 

seorang pencipta ( di bidang ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra, ataupun 

inventor di bidang tekhnologi baru 

yang mengandung langkah inventif, 

merupakan wujud dari pemberian 

suatu penghargaan dan pengakuan atas 

keberhasilan manusia dalam 

melahirkan karya-karya inovatifnya. 

Konsekuensi hukumnya maka kepada 

penemu dan pencipta tersebut harus 

diberikan perlindungan hukum. 

Dengan demikian, kepada mereka 

yang melakukan kreativitas dengan 

mengerahkan segala kemampuan itu 

seharusnya dianugerahi hak eksklusif 

untuk mengeksplorasi HKI tersebut 

sebagai imbalan atas jerih payahnya 

itu. Insentif diberikan sebagai upaya 

untuk merangsang kreativitas dalam 

upaya menciptakan karya-karya baru 

dibidang tekhnologi. Hal ini juga 

sejalan dengan prinsip bahwa HKI 

merupakan suatu alat untuk meraih 

dan mengembangkan tekhnologi. 

Kedua, terdapat sistem 

perlindungan HKI yang dengan mudah 

diakses pihak lain misalnya seperti 

paten yang bersifat terbuka, dimana 

penemunya berkewajiban untuk 

menguraikan atau membeberkan 

penemuannya dengah rinci, yang 

memungkinkan orang lain dapat 

belajar atau melaksanakan penemuan 

tersebut. Oleh karena itu, sebagai 

insentif dan imbalan kepada inventor 

harus diberikan hak khusus (eksklusif) 

untuk dalam jangka waktu tertentu 

menguasai dan melakukan eksploitasi 

atas penemuannya itu. 

Ketiga, para pemilik rahasia 

dagang (trede sacret) merupakan pihak 

yang sangat rentan terhadap 

pelanggaran, mereka berupaya 

semaksimal mungkin menjaga 

kerhasiaan informasi yang dimilikinya 

dengan metode, cara-cara 

pemeliharaan dan biaya yang tidak 

sedikit. Oleh karena itu, kepada 

mereka harus diberikan perlindungan 

yang memedai, karena pelanggaran 

atas hal ini akan identik pula dengan 

persaingan curang dan perbuatan 

melawan hukum. HKI yang 

merupakan hasil ciptaan atau 

penemuan bersifat rintisan, membuka 

kemungkinan pihak lain dapat 

mengembangkan lebih lanjut 

penemuan yang dihasilkan oleh 

penemu. Oleh karenanya, penemuan-

penemuan mendasarpun harus 

dilindungi meskipun mungkin belum 

bisa memperoleh perlindungan di 

bawah hukum paten, tetapi dapat 

dikategorikan sebagai rahasia dagang 

atau informai yang dirahasiakan. 

Sebagaimana yang dimaklumi, 

sistem HKI bukan masalah 

perlindungan hukum semata. Sistem 

tersebut erat kaitannya dengan alih 

teknologi, pembangunan ekonomi dan 

martabat bangsa. Dalam suatu hasil 

kajian yang dilakukan oleh World 

Intellectual Property Organization 
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(WIPO), dinyatakan bahwa HKI 

merupakan sebuah kekuatan yang tidak 

hanya dapat memperkaya kehidupan 

seseorang tetapi juga dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan masa 

depan suatu bangsa. 

Perkembangan terakhir menun-

jukan bahwa perhatian terhadap HKI 

merupakan salah satu isue penting di 

dunia disamping isue hak asasi 

manusia, demokratisasi, standarisasi, 

dan lingkungan. Kenyataan ini 

memaksa kita untuk melakukan 

pengelolaan HKI secara proposional 

dengan berlandaskan pada prinsip- 

prinsip dan kaidah-kaidah hukum 

nasional dan hukum internasional. 

Dalam kasus trans nasional aspek 

hukum asing terkait perlu diperhatikan 

pula. 

Selain dari intelektual (yang 

dinaungi oleh HKI), kemampuan 

manusia yang lain dalam memenuhi 

kebutuhannya adalah kemampuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Dua 

kemampuan ini sangat erat kaitannya 

dengna HKI. Sampai hari ini kemajuan 

ilmu dan teknologi sangat dashyat, 

sehingga segala kebutuhan manusia 

tidak terlepas dari hasil teknologi. 

Kemajuan itu dikembangkan dari 

kajian-kajian sain yang diaplikasikan 

dalam bentuk teknologi. Pada 

hakekatnya ilmu tidak bersifat 

ekonomis atau dengan kata lain tidak 

memiliki nilai jual, tetapi bila sain itu 

telah diaplikasikan dalam bentuk 

teknologi sehingga dapat 

mempermudah pekerjaan, langka dan 

mulai diperebutkan barulah sain dan 

teknologi itu bernilai ekonomis. Nilai 

ekonomis itu timbul karena dapat 

dijadikan sebagai dasar untuk sesuatu 

pengembangan dan dapat dimodifikasi 

untuk mencapai tujuan tertentu. Pada 

saat seperti inilah agaknya teknologi itu 

menguasai kehidupan orang banyak. 

Atau nilai ekonomis itu timbul karena 

ada sesuatu yang jumlahnya yang 

terbatas atau sesuatu yang sifatnya 

rahasia yang pada saat tertentu akan 

menjadi barang dan jasa yang harganya 

yang apabila tidak dilindungi dengan 

pengakuan hak kemungkinan akan 

merugikan pemiliknya dikemudian 

hari. Dengan sedemikian pesatnya 

perkembangan zaman yang dikendarai 

oleh pesatnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi, maka manusia dalam 

memenuhi kebutuhan-kebuuthan 

hidupnya seringkali mengalami 

berbagai hambatan-hanbatan. 

Hambatan-hambatan yang dimaksud 

yaitu melingkupi faktor: Pertama, 

sumber daya manusia (tenaga kerja, 

pendidikan, disiplin, motivasi, dll). 

Kedua, sumber daya alam (tanah, 

mineral, bahan bakar, dan cuaca). 

Ketiga, pembentukan modal atau 

investasi (mesin, pabrik, dan jalan). 

Keempat, teknologi (ilmu 

pengetahuan, teknik, manajemen, dan 

keterampilan). Keempat faktor tersebut 

merupakan satu kesatuan bulat yang 

tidak dapat dipisahkan. Masing-masing 

faktor mempunyai pengaruh terhadap 

faktor-faktor lain. Buruknya salah satu 

faktor tersebut di atas akan 

mempengaruhi faktor lain, demikian 

pula sebaliknya, terjadilah hubungan 

interdependensi antara keempat faktor 

tersebut. 

Sebagai negara yang 

berkembang Indonesia memiliki 
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kelemahan di keempat faktor tersebut. 

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

sedemikian pesatnya dan memasuki 

keempat faktor tersebut di atas, maka 

ilmu pengetahuan perlu dilindungi. 

Dan perlindungan tersebut tercover 

oleh HKI (Hak Kekayaan Intelektual). 

Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat 

berkembang karena adanya suatu 

intelektual manusia. Dalam arti bahwa 

berkembangnya suatu ilmu 

pengetahuan dan teknologi karena 

pengaruh dari intelektual manusia. 

Intelektual manusialah yang 

menciptakan adanya suatu ilmu 

pengetahua dan teknologi, baik di 

masa lalu maupun di masa yang akan 

datang. HKI juga memiliki keterkaitan 

dengan keempat faktor tersebut di atas, 

yaitu faktor sumber daya manusia, 

sumber daya alam, investasi, dan 

teknologi. Di bawah ini akan diuraikan 

keterkaitan HKI pada keempat faktor 

tersebut.  

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil pengabdian dan 

pembahasan, maka dapat diambil 

keseimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor-Faktor yang melatar-

belakangi masyarakat Karimunjawa 

belum memahami kekayaan 

intelektul, adalah : 

a. Keterbatasan Informasi 

mengenai kekayaan intelektual 

bagi Masyarakat Karimunjawa 

b. Tingkat pendidikan rata-rata 

relatif rendah, sehingga 

kesulitan untuk memahami 

informasi hak kekayaan 

intelektual. 

c. Belum adanya dorongan yang 

kuat untuk memahami arti 

penting kekayaan intelektual. 

2. Upaya yang ditempuh untuk 

meningkatkan pemahaman akan 

kekayaan intelektual bagi 

Masyarakat Karimunjawa antara 

lain yaitu dengan secara terus 

menenrus memberikan informasi 

terkait kekayaan intelektual. 

 

SARAN 

 

Saran yang dapat diberikan dalam 

kegiatan pengabdian ini adalah: 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten 

Jepara melakukan sosialisasi 

mengenai artipenting kekayaan 

intelektual bagi Masyarakat 

Karimunjawa. 

2. Masyarakat Karimunjawa 

hendaknya mulai membuka diri 

untuk memahami konsep kekayaan 

intelektual. 
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